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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan ketentuan intersepsi dan
pemaksaan mendarat dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago oleh Indonesia, Belarusia, dan Inggris, baik
dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara maupun dalam penanganan kasus intersepsi oleh
ketiga negara tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan penerapan ketentuan intersepsi
pada ketiga negara tersebut, khususnya dari segi alasan intersepsi dan penanganan pesawat setelah
pemaksaan mendarat.

Pasal 3 bis Konvensi Chicago memperbolehkan setiap negara untuk mengintersepsi dan memaksa mendarat
pesawat udara sipil yang melintas wilayahnya tanpa membahayakan keselamatan penerbangan ataupun
menggunakan senjata. Selain itu, kedua tindakan tersebut hanya boleh dilakukan atas dua alasan:
pelanggaran kedaulatan wilayah udara dan penyalahgunaan penerbangan sipil. Walaupun ICAO melengkapi
ketentuan tersebut dengan standar dan rekomendasi tata cara teknis intersepsi dalam Annex 2 dan Manual
Intersepsi ICAO, ketentuan hukum internasional belum mengatur penanganan pesawat udara sipil pasca
pemaksaan mendarat secara merinci. Selain itu, ketentuan hukum internasional juga belum mendefinisikan
maksud penyalahgunaan penerbangan sipil sebagai alasan intersepsi dan pemaksaan mendarat.

Indonesia, Belarusia, dan Inggris memiliki ketentuan hukum nasional tersendiri untuk mengatur tindakan
intersepsi dan pemaksaan mendarat, mulai dari alasan dan tata caraintersepsi hingga penanganan pesawat
udara yang dipaksa mendarat. Mengingat ketentuan hukum internasional belum mendefinisikan maksud
penyal ahgunaan penerbangan sipil serta belum mengatur penanganan pesawat udara pasca pemaksaan
mendarat, setiap negara menetapkan kedua hal tersebut dengan ketentuan yang berbeda antara satu dengan
yang lainnya. Selain itu, perbedaan lainnyajugaterlihat dari seberapa merinci peraturan tersebut dan
seberapa sel aras ketentuan tersebut dengan ketentuan Konvensi Chicago.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, Belarusia, dan Inggris melaksanakan intersepsi dan
pemaksaan mendarat menurut ketentuan hukum nasionalnya masing-masing. Pada akhirnya pula,
keselarasan negara dalam menangani tindakan intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bis Konvensi Chicago
dipengaruhi keselarasan ketentuan hukum nasional mengenai intersepsi dengan ketentuan Pasal 3 bisitu
sendiri.

...... The following research was established to further investigate on how Indonesia, Belarus, and the United
Kingdom apply Article 3 bis of the Chicago Convention regarding civil aircraft interception and forced
landing on their national laws and on how each state handle interception cases in their respective countries.
The following research was also aimed to compare the application of civil aircraft interception provisions on
the following three countries, especially regarding the reason of interception and handling of aircraft post-
forced landing.
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Article 3 bis of the Chicago Convention allows every state to intercept a civil aircraft flying through the
concerned state’ s territory and force its landing without endangering aviation safety and by refraining from
using weapons. Both of those actions are only permitted under two reasons: violation of airspace
sovereignty and misuse of civil aviation. Although ICAO supplement the following provision with their
standards and recommendation regarding the technical procedures of aircraft interception on Annex 2 and
ICAQ’s Interception Manual, international law provisions have yet to regulate the handling of forced landed
aircraft in detail. Furthermore, international law provisions have also yet to further define misuse of civil
aviation as grounds for aircraft interception and forced landing.

Indonesia, Belarus, and the United Kingdom each have their own perspective national regulations regarding
civil aircraft interception and its forced landing, ranging from grounds of interception and its procedures to
handling of forced landed aircraft. Considering international law provisions have yet to further define
misuse of civil aviation and regulate the handling of forced landed aircraft, each state has different
regulations regarding both matters. Other differences of each national regulations are from how detailed its
regulations are and how consistent its national regulations with the Chicago Convention.

To conclude, Indonesia, Belarus, and the United Kingdom handles civil aircraft interception and its forced
landing in accordance with their respective national regulations. This further shows that how consistent a
state’ s handling of interception cases with Article 3 bis of the Chicago Convention are influenced by how
consistent its national regulations on interception with the provisions of Article 3 bisitself.



